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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Umat Islam diperintahkan agar senantiasa bekergslguna mencari
karunia Allah SWT di permukaan bumi ini, sebagaienaitegaskan Allah

dalam firman-Nya yang berbunyi :
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Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, raadkertebaranlah kamu
dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatl#lah banyak-banyak
supaya kamu beruntung{QS. Al Jum’at: 10)
Harta diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan keddribadi
dan keluarga, namun harta yang diperoleh itu jugenpunyai fungsi sosial.
Oleh sebab itu, maka umat Islam dengan sesamanys aling tolong

menolong untuk dan atas dasar pertimbangan kebdi&aRketaqwaan kepada

Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Nya :
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Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengkan kebaikan dan
ketagwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbdasa dan
pelanggaran. Dan bertagwalah kamu kepada Allah SWE&sungguhnya
Allah amat berat siksa Nya(QS. Al Maidah: 2)

Allah menganjurkan kepada umatnya agar mereka hbeusedia
menghilangkan kesulitan saudaranya. Allah juga nmgiagkan manusia agar

tidak menjadi lalai bila telah mendapatkan rizkngatelah diberikanNya.



Bahkan di ingatkan bahwa harta itu merupakan fi{ogian dan karunia yang
harus dipertanggung jawabkan dihari kelak sebagwndalam surat At-
Takaatsur ayat 1 dan 8) ;
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Artinya : “ Bermegah-megahan telah melalaikan karkemudian kamu
pasti akan ditanyai pada hari itu tentang keniknmatgng kamu megah-
megahkan di dunia itu”(QS. At-Takaatsur: 1 dan 8)

Islam telah mewariskan sifat toleransi dan tolongnatong dalam
mencapai kebahagiaan. Islam merealisirnya dalamukeivadah berupa
pemberian seperti zakat, infak, wakaf, sedekah,aibwasiat dan
sebagainya.

Sebagaimana terkait dengan hubungan seorang haepbdk Allah,
sesungguhnya amanat juga terkait dengan hubungamange hamba dan
hamba Allah lainnya. Di antara amanat yang adanthra kaum muslimin
adalah yang terkait dengan wakaf. Oleh karena amanat ini harus
ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Di antaranyayshdiingat bahwa amanat
tersebut bukan hanya untuk kaum muslimin yang a#tarang, namun juga
untuk generasi yang akan datang. Oleh karena d@mapfaatannya tidak
boleh sesuka hati.

Di antara urusan besar yang harus diperhatikamitedkengan wakaf

adalah masalah Nadzir. Nadzir adalah seseorangdiaagahi amanat untuk

! Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesi€iputat : Ciputat Press, 2005, him.
27-28.



mengurusi atau mengelola wakaf. Nadzir diberi weamgnuntuk memegang
hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berp#tbila wakafnya

berupa bangunan misalnya, Nadzir adalah orang yi#serahi wewenang
untuk memegang hasilnya dan apabila dikontrakkakanpgngalokasiannya
sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yanggumas bangunan
tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan kettkauhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Nadzir berkewajiban tukn
mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan \geki@ hasilnya, dan
pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan meketartuan-ketentuan
yang diatur oleh Menteri Agama. Oleh karena itu 2iacherupakan orang
yang paling bertanggung jawab terhadap harta wadafyimpangan dari itu
berarti mengkhianati Allah SWT. Begitu pentingnyadiidukan Nadzir
dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap bedudgngan baik.

Untuk menjamin supaya harta wakaf tetap dapat bgsiudengan
baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang gyanengelolanya.
Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mesglan merawat harta
wakaf tersebut. Disamping itu, agar Negara dapatgagakan perundang-
undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafamasuk pengurus dan
pengelolanya. Pemerintah telah memberikan jamiralindungan terhadap
keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam Undauagutd) Pokok Agraria
(UUPA) Pasal 49 ayat (1), yaitu : “Hak milik badaadan keagamaan dan

sosial sepanjang diperlukan usaha dalam keaganwarsasial diakui dan



dilindungi, badan-badan tersebut dijamin pula akemperoleh tanah yang
cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidangukesm dan sosiaf".

Pasal 220 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Nadzikdvesjiban
untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayatanwiakaf serta hasil-
hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengjaant menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agadma.

Nadzir mempunyai wewenang melakukan segala tindakamg
mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memgarhatyarat-syarat
yang ditentukan oleh wakif, Nadzir berhak untuk amaminya dengan
tanaman yang dianggap baik akan memberikan haaillziN juga berhak
untuk menyewakan tanah itu kepada orang yang berhakerimanya.
Namun demikian itu, Nadzir tidak berhak menggadaikarta wakaf kepada
orang lain. Hal ini dikhawatirkan akan terjual ateussisa sebagai pelunasan
hutang?

Kedudukan Nadzir hanyalah orang atau badan hukung yeenerima
dan memegang amanah. Untuk memelihara dan mengelehgn harta
wakaf dengan sebaik-baiknya, maka Nadzir tidak dajlebani resiko
apapun yang timbul atas kerusakan yang ada pada hakaf, kecuali
kerusakan yang timbul tersebut disebabkan kareladalan atau kesengajaan

Nadzir. Dalam hal ini, maka perlu adanya suatu kexan hakim atau

2 Suparman Usmarjukum Perwakafan di Indonesidakarta : Darul Ulum Press,
1999, him. 132

# Abdurrahmankompilasi Hukum Islam di Indonesidakarta : Akademika Presindo,
1995, Cet. II, him. 168.

* SuparmanQp.Cit.,him. 33



penguasa lainnya yang berwenang untuk memeriksa atala tidaknya
kerusakan yang disebabkan oleh Nadzir.

Pengawasan benda wakaf pada dasarnya adalah hakakldr Tetapi
boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafngadaorang lain, baik
perseorangan ataupun badan hukum atau organisaisik thenjamin agar
wakaf dapat terselenggara dengan peraturan-pemayary mengatur seluk
beluk perwakafan termasuk pengawasannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 227 KHI disebuatkeahwa :
“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab iNallakukan
secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agavegelis Ulama
Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahifya.”

KHI pasal 227 di atas menjelaskan bahwa orang laéaan hukum
yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dargtentgjawab Nadzir
adalah Kantor Urusan Agama (KUA), ketika KUA tidakenjalankan
tugasnya mengawasi tugas dan tanggung jawab Na@zrimungkinan akan
terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undangwggang telah ada.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa peragan KUA
mempunyai peranan yang sangat penting dalam halagafan, terbukti
dengan di keluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHA@asal 227 oleh
Pemerintah. Keluarnya KHI ini dimaksudkan untuk rbenkan dasar
hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan pengawasdradap kinerja
Nadzir, juga untuk menghindari penyelewengan-pevwehgan Nadzir yang

dapat menimbulkan keresahan-keresahan dikalangat isham, sekaligus

menangkis anggapan-anggapan yang selama ini meadiigan umat Islam.

® Tim Redaksi Fokusmedi&ompilasi Hukum Islarhlm.74



Lebih jauh lagi, dengan di susunnya KHI Pasal 2#Tardpkan
berbagai persoalan perwakafan yang sebelumnya rdapat diatasi. Di
samping itu juga dapat diharapkan agar tanah wakfaihgsikan dan
dimanfaatkan lebih proporsional oleh Nadzir, sext@mr pengurusan harta
atau benda wakaf dapat dilakukan secara lebihdzaikertib, serta terarah.

Mengingat bahwa Nadzir merupakan unsur yang penta@am
perwakafan, maka didalam pengawasannya harus lckser&epada lembaga
atau badan yang bertugas mengawasi kinerja Nadiiam hal ini adalah
Kantor Urusan Agama (KUA)

Meskipun tugas dan tanggungjawab Nadzir telah dis@alemikian
rupa oleh pemerintah, namun ternyata kondisi iiilagpangan tidak selalu
seperti yang diharapkan. Hal ini tidak mengherankamena suatu aturan
apapun bila diimplementasikan dilapangan akaniset@nghadapai berbagai
hambatan dan benturan-benturan dengan kondisi |sasia budaya
masyarakat yang kompleks. Misalnya yang pernatadergli Kelurahan
Purwoyoso, yakni sengketa antara dua Nadzir yangoeda dalam
pengelolaan peruntukan harta benda wakaf.

Disamping itu juga masih muncul satu masalah yapakah KHI
Pasal 227 tersebut benar-benar bisa efektif atiak tetika diimplementasi-
kan di lapangan, mengingat kompleknya kondisi pafegan. Oleh karena itu
dibutuhkan sosialisasi yang ekstra keras untuk apmicarah dan tujuan KHI

tersebut, karena masih banyak masyarakat bawaleqpad) yang tidak



mengerti dan memahami tentang pentingnya pengawashadap kinerja
Nadzir.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telahkargimaka peneliti
tertarik untuk membahas mengenai persoalan terstddam sebuah karya
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan juduIMPLEMENTASI PASAL 227
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENGAWASAN
KUA TERHADAP KINERJA NADZIR (Studi Kasus di KUA

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka yang menjadi pakalkalah dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi pasal 227 KHI tentang peagaw terhadap
kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Searay?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawtsaadap

kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Searay?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi pasal 227 KHI tentppggawasan
terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyamarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaraleksanaan
pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatialiyan

Semarang.



D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang raergl lokasi di
KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan obyaiark peneliti
adalah tentang wakaf yang difokuskan pada pernfemalpengawasan KUA
terhadap kinerja Nadzir, pelaksanaan serta falkikiof yang mempengaruhi.
Wakaf dan segala permasalahannya merupakan suabtoajam yang
menarik, sehingga telah banyak dikaji dan ditetiari dahulu hingga
sekarang.

Untuk itu, peneliti selain berdasarkan hasil sudem data-data yang
diperoleh juga berdasarkan telaah pustaka. Pemeditielaah dari skripsi-
skripsi sebelumnya menemukan beberapa kajian yangpin sama tetapi
konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalghpenulis susun.
Skripsi yang dimaksud yaitu :

Skripsi Nanang Nasir (052111074), yang berjudBtutli Analisis
tentang tidak adanya pelaporan benda wakaf oleh zZiakepada KUA
relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA udgy Demak
Menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sayung Demaradx bertindak
sebagaiNadzir tidak melaporkan benda wakaf kepada KUA, dengasaala
bahwa benda wakaf yang telah diterima d&faqgif adalah sepenuhnya
menjadi hakNadzir. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilakukarasesu
dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.

Muhammad Sobri Yahya, skripsi berjudtPerwakafan di Kota

Semarang”, menyatakan bahwa perwakafan akan berjalan dengdn ba



apabila pengelola benda wakaf benar-benar dalanmfaekan tugasnya dan
harus bertanggung jawab penuh terhadap harta bewmaleaf yang
dikelolanya.

Teja Sukmana, skripsi berjudtihRnalisis Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaffienyatakan bahwa Nadzir
wakaf akan bekerja dengan sungguh apabila ada amkbsgbagai bentuk
penghargaan atas kerja dan tanggung jawab yandutfipa sebagai
pengelola benda wakaf.

Skripsi yang berjudul ‘Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam
Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UNdmor 41 Tahun
2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kecam&agyung Kab.
Demak)” yang disusun oleh M. Isadur Rofiq (072111003), RakuSyari’ah
IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini dighan bahwa Nadzir
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda veakafi dengan
tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi danncheigi harta benda
wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badkaf\viaonesia. Tetapi
kenyataan yang terjadi ada Nadzir yang tidak margunarta wakaf.
Penelitian ini menunjukan pengelolaan tanah wakah dNadzir ternyata
tidak dilaksanakan maksimal. Faktor yang mempergdrai tersebut adalah
minimnya pengetahuan Nadzir dan wakif terhadap dgabperaturan yang
menyangkut kewajiban dan hak-hak Nadzir, adanyagaan sementara

bahwa tanpa peran Nadzir tanah wakaf dapat berkegrdengan baik.
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Dari beberapa hasil kajian pustaka diatas, penetiencoba
menguraikan tentang implementasi pasal 227 tenfampawasan KUA
terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyagntarang. Menurut
penelusuran peneliti, belum ada peneliti manapurg yaembahas masalah
implementasi pasal 227 tentang pengawasan KUAdegh&inerja Nadzir di
KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam bentuk skrigaka peneliti
termotivasi untuk membahas permasalahan tersebaimdbaentuk skripsi,
dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasamkhaistelektual ke-
Islaman, pengetahuan serta dapat bermanfaat khasumagi peneliti dan

masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian
1. Fokus dan Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup mabkal
penelitian bertumpu pada analisis implementasilgzza KHI tentang
pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di KUA Keasan
Ngaliyan Kota Semarang. Pembahasan meliputi prageéksanaan
dan faktor pengawasan KUA terhadap kinerja Nadazir KA
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka jeeisefitian ini

adalah bentuk penelitian lapangdiel(l research yaitu penelitian yang
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mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan datapeindar’.
Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah aggshnaan
Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir di KUA Keasan
Ngaliyan Kota Semarang sesuai ketentuan yang teytdalam pasal
227 KHI.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari subyelelg&m
dengan mengenakan alat pengukuran atau alat peigandata
langsung pada subyek sebagai sumber informasidiaag.’
Adapun sumber data primernya adalah Kompilasi Hukum
Islam (KHI), hasil wawancara dan observasi deng®&AI®/
(pejabat pembuat akta ikrar wakaf) KUA dan Nadzadkir yang
ada terkait Pengawasan KUA Terhadap Kinerja NadziKUA
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak
langsung diperoleh peneliti dari subyek penelii@anPeneliti
menggunakan data ini sebagai data pendukung yahghegan
dengan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan

Ngaliyan terhadap kinerja Nadzir. Data ini peneddiipatkan dari

® Lexi J. MoleongMetodologi Penelitian KualitatiBandung : Remaja Rosda Karya,
2010, him. 26

" Saifudin AzwarMetode PenelitianYogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998, him.
91.
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peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pextidagra ahli,
dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubdgagan
penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pemckem
pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk edeesbmasalah
atau problematika yang terdapat dalam judul skrpsi
Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitianwilayah
KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Untuk mempéralata-
data yang di perlukan, penulis menggunakan metellegai berikut :
a. Metode Wawancara/interview
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu peavecara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi
jawaban atas pertanyaan ft@ertanyaannya diajukan oleh peneliti
kepada subyek yakni dengan bapak Isnadiyun, paigepes serta
para Nadzir, dengan maksud memperoleh data yankpitser
langsung dengan kasus yang diteliti agar dapat ressigh
informasi yang valid.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informabkatiap
pelaksanaan pengawasan dan sebagainya denganahgybkgk,

baik di lingkungan KUA Kecamatan Ngaliyan maupun lar

8 Lexi J. Moleongpp.cithim. 186
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lingkungan KUA. Yang berkaitan dengan penelitiarimtjkungan
KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meliputi tugapala
KUA dan yang diluar lingkungan KUA meliputi Nadzolan
regulasinya.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variakaigy
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, nigjalaetulen rapat,
dan lain sebagainya.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokomme
dokumen yang terkait dengan pengawasan KUA terh&otegsja
Nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan NgaliyantaKo
Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satwaran dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumusipatesis kerja
seperti yang disarankan oleh d&ta.

Secara garis besar, analisis yang digunakan datalipan ini
menggunakan metode deskriptif analisis, yakni Selinatode analisis
dengan mendeskripsikan suatu situasi atau arealgsbptertentu
bersifat faktual secara sistematis dan aktr&teskriptif analisis yaitu

mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difckmsgada peran

° Op.cit,him.158.
191 exy J. MoleongLoc.Cit,him. 280.
' Sudarwan DaninMenjadi Peneliti Kualitatif Bandung: Pustaka Setia, 2002, him. 4



14

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengawasan terhaklaprja
Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliiaadialah
metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang rgengkan konsep
legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalahtik dengan
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkaeh dembaga-
lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itségonni juga
memandang hukum sebagai sistem normatif yang haersibnom,
tertutup dan terlepas dari kehidupan masyargkanalisis deskriptif
dengan pendekatan vyuridis normatif ini akan diganakuntuk
menganalisis implementasi pasal 227 KHI tentanggpemasan Kantor
Urusan Agama terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamalgaliyan

Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lirbab yang masing-
masing menampakkan titik berat yang berbeda, natalamm satu kesatuan
yang saling mendukung dan melengkapi. Maka kerampgkaulisan disusun
sebagai berikut :
BAB | : Pendahuluan yang isinya meliputi latar lb@lag, rumusan
masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metmafeelitian, sistematika

penulisan.

12 Ronny Hanitijo Soemitrdyletode Penelitian Hukum dan Jurimetiakarta :Ghalia
Indonesia, 1988, him 11.
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BAB Il : Tinjauan umum tentang Nadzir meliputi pengan Nadzir,
dasar hukum Nadzir, syarat dan rukun Nadzir, macegoam Nadzir, peran
dan fungsi Nadzir.

BAB Ill : Pelaksanaan pengawasan terhadap kinegdzhM di KUA
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meliputi profilc&matan Ngaliyan
Kota Semarang, profil KUA Kecamatan Ngaliyan K&amarang, sekilas
tentang pasal 227 KHI tentang pelaksanaan pengawashadap kinerja
Nadzir, pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Nygmatgrhadap kinerja
Nadzir.

BAB IV : Analisis terhadap implementasi pasal 22HIKientang
pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap jandadzir di KUA
Kecamatan Ngaliyan. Bab keempat ini merupakan Aisaldari hasil
penelitian yang peneliti lakukan dengan bertitikakodari Pasal 227 tentang
pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir. Dalam halakan dijelaskan
Sejauh mana Implementasi Pasal 227 di KUA Kecamdalgaliyan Kota
Semarang. Di samping itu dalam bab keempat iniljgejuga menganalisis
tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan persgaerhadap kinerja
Nadzir oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpularaa-saran dan

penutup.



